
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR )d> TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru
Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tanggal, 19 Desember 2018 dan

telah dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 41

Tahun 2018 tanggal, 19 Desember 2018, terdapat kegiatan

yang pelaksanaannya sudah harus dilaksanakan dalam Tahun

Anggaran ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 41

Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822};
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negsu-a Republik Indonesia Nomor

5234);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Neggu-a Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9
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Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4615);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

i



Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggsu-an Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 901);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun

2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor 10) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

s
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Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barru Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2017 Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2017 Nomor 2);

29. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembeumi

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2018 Nomor 9);

31. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 41 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Berita

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN

2019.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri

atas :

1. PENDAPATAN DAERAH

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 110.014.003.038,00

b. Dana Perimbangan Rp. 725.121.356.212,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 142.309.186.345.00

Jumlah Pendapatan Rp. 977.444.545.595,00

2. BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

a. Belauija Pegawai Rp. 420.310.497.194,00

b. Belanja Bunga Rp. 5.191.298.035,98

c. Belanja Hibah Rp. 14.265.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 106.050.924.737,00

e. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.700.683.567.00

Rp. 551.518.403.533,98

Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 45.827.739.604,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 223.802.398.975,00

c. Belanja Modal. Rp. 237.586.295.841.75

Rp. 507.216.434.420.75

Jumlah Belanja Rp. 1.058.734.837.954.73

(Defisit) (Rp. 81.290.292.359,73)

3.PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Rp. 87.343.323.624,00

b. Pengeluman Rp. 6.053.031.264.27

Pembiayaan Netto Rp. 81.290.292.359,73

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 41

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupEikan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

ditetapkan di Barru

pada tanggal Zo- f^cice-\PARAf K00RDINA^ 1
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bupA3^ barru
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)^SU^RDI SALEH
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

pada tanggal 22-

SEKRBTARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR \?>
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